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KETENAGAKERJAAN

Perppu Dianggap Belum Berpihak ke Pekerja

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan
serikal pekerja menilai, keha-
diran Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 atau
Perppu tentang Cipta Kerja
belum memberikan perubah-
an signifikan yang berpihak
kepada mereka. Proses pe-
nyusunan Perppu ini juga di-
anggap kurang konsisten de-
ngan ketentuan yuridis yang
sudah ada sebelumnya,

Presiden Konfederasi Seri-
kat Pekerja Indonesia (KSPT)
Said Tgbal, saal konferensi
pers  di  Jakarta,  Minggu
(1/1/2023), memberikan con-
toh materi Perppu No 2/2022
vang dianggap belum berpi-
hak pada pekerja. Soal upah
minimum, misalnya. Dalam
Undang-Undang (UU) No 1l
Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. formula penghitungan-
nya menggunakan variabel
pertumbuhan ekonomi atau
inflast. Adapun dalam Perppu
No 2/2022, formulanya mem-
pertimbangkan variabel per-
tumbuhan ekonomi, inflasi,
dan indeks tertentu,

Padahal, dalam konteks hu-
kum ketenagakerjaan interna-
sional tidak pernah kenal "in-

deks tertentu” dalam menen-
tukan upah minimum. Ada-
pun Pasal 88F Perppu No
2/2022 menyatakan, dalam
keadaan terlentu pemerintah
dapat menetapkan formula
perhitungan upah minimum
yang berbeda. Said menilai.
pemerintah berpotensi meng-
ubah-ubah aturan,

Said juga mencontohkan
soal alih daya. Pada UU Cipta
Kerja dan Perppu No 2/2022,
prinsip alih daya diperboleh-
kan. Perusahaan dapat me-
nyerahkan sebagian pelaksa-
naan pekerjaan ke perusahaan
lain melalui perjanjian alih
daya vang dibual secara ter-
tulis. Pemerintah pun mene-
tapkan sebagian_pelaksanaan
pekerjaan  dalam peraturan
pemerintah. "Hal ini semakin
menegaskan semua pekerjaan
bisa dialihdayakan. Ukuran-
nya apa jika diserahkan ke
peraturan pemerintah,” fu-
turnya

Secara terpisah, Sekretaris
Jenderal Organisasi Pekerja
Seluruh  Indonesia Timboel
Siregar berpendapat, peme-
rintah semestinya menjalan-
kan saja putusan Mahkamah
Konstitusi, bukan malah me-

nerbitkan  Perppu.  Putusan
Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan UU Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat ha-
nya memasuki sisi formil saja,
belum ke materi. Jadi. ke-
butuhan mendesaknya adalah
menyelesatkan masalah  hu-
kum secara cepat.

"Setelah: pemerintah dan
DPR merevisi UL No 12 Ta-
hun 2011 dengan memasuk-
kan melode omnibus law, pe-
merintah seharusnya menin-
daklanjuti pembahasan mate-
ri UL Cipta Kerja dengan me-
libatkan masyarakat, teruta-
ma kelompok pekerja/buruh.
Libatkan mereka dalam pe-
nyempurnaan UU Cipta Kerja
dan _peraturan  pemerintah
(PP) turunannya,” tuturnya.

Ketua Umum Federasi Se-
rikal Buruh Persatuan Tndo-
nesia Dian Septi Trisnanti
memiliki pandangan senada.
Dia  menila, Perppu  No
212022 sebaga “kado tahun
baru” yang pahit bagi kelom-
pok buruh. Sebab, menurul
dia, Perppu ini telah meng-
gugurkan putusan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan
UU Cipta Kerja tidak konsti-
tusional dan cacat hukum.

Sementara  itu,  Ketua
Umum  Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani, saat dihubungi,
mengatakan, Apindo  masih
mempelajart  Perppu No
2/2022 Menurut rencana, Se-
lasa (3/1), Apindo akan mng-
gelar jumpa pers menanggapi
secara resmi peraturan itu,

Melalui akun resmi Ke-
menterian  Ketenagakerjaan
@Kemnaker di  Tnstagram,
Minggu, Menteri Ketenaga-
kerjaan Tda Fauziyah menga-
takan, masyarakal baru saja
melewati pandemi Covid-19
yang berlangsung lebih dari
dua tahun, Kini, masyarakal
menghadapi ancaman resesi
ekonomi global.

"Kondisi itu memengaruhi
sostal ekonomi kita. Lebih da-
ri itu menimbulkan kekha-
watiran akan kelangsungan
hidup kita Puji syukur kita
masih bertahan dan berharap
tumbuh dengan kondisi lebih
baik,” ujarnya,

Tda menyampaikan, pihak-
nya mengajak buruh bersama
pemerintih dan pemangku la-
in untuk ikut memulihkan
dan menguatkan kondisi so-
sial ekonomi bangsa. (MED)
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